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Menimbang

KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANDUNG,

bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan
Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten
Bandung;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
perizinan dan perizinan bidang Penanaman Modal dan
dalam rangka menjamin kepastian hukum, keterbukaan,
akuntabilitas, perlakuan yang sama dan efisiensi
berkeadilan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP), serta adanya perubahan pelimpahan
jenis pelayanan perizinan dan non perizinan kepada
Badan Penanaman Modal Dan Perijinan, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disesuaikan;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten
Bandung.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten
Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman
Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4162);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan
Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja Unit
Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);



30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 931);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah  Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013
Nomor 11);



Menetapkan

35.

36.

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13)sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 13Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan  Penanaman  Modal Daerah  di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 64 TAHUN

2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Bandung Nomor 64
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan
Perizinan Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
Nomor 64, diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 11

(1) Badan menyelenggarakan pelayanan yang
mencangkup pelayanan perizinan dan non perizinan;

(2) Jenis Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pelaksanaan Jenis Pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap
sesuai dengan ketersediaan petunjuk pelaksanaan
Jenis perizinan dimaksud.

PASAL II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 28
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